
SALINAN

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit

Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah ketentuan mengenai

Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan

Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu

diterapkan pembayaran secara non tunai dalam

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

c. bahwa pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan

dengan menggunakan fasilitas kartu kredit pemerintah

daerah;

d. bahwa dalam rangka menyesuaikan proporsi Uang

Persediaan (UP) yang terdiri dari UP Tunai dan UP Kartu

Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), perlu mengubah

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun 2023

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit

Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;



e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun

2023 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit

Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4962);

2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagimana tealh

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54

Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi,

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit

Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);

9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang

Penyedia Jasa Pembayaran (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 147, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6692);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun 2023

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit

Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 27);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 27 TAHUN

2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGUNAAN KARTU

KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun

2023 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 11

(1) UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari UP

Tunai dan UP KKPD.

(2) UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian

dari UP yang dikelola BP dan BPP atas pelimpahan dari BP.

(3) Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. UP Tunai sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran UP

masing-masing SKPD; dan

b. UP KKPD sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran UP

masing-masing SKPD.

(4) Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam

keputusan .

2. Ketentuan huruf A dan huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun 2023 tentang Petunjuk

Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah, sehingga menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun

pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

ttd

BAHRI

Diundangkan di Sarolangun

Pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd

DEDY HENDRY

BERITA DAERAH KABUPATEN SARLANGUN TAHUN 2025 NOMOR 5



KOP SURAT

PEMDA

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

SAROLANGUN NOMOR 2 7 TAHUN 2023

TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PENGGUNAAN KARTU KREDIT

PEMERINTAH DAERAH DALAM

PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN UP DARI PA DAN FORMAT SURAT

PERSETUJUAN BESARAN UP KKPD SKPD

A. FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN UP KKPD DAN SURAT

PERNYATAAN UP

Nomor.......................................................... (1)

Lampiran.................................................... (2)

Hal : Permohonan Persetujuan UP KKPD

Yth. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD

……………….(3)

Kota ………..(4)

Sehubungan dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota Nomor

……………….(5) tanggal.............................(6) tentang Tata Cara Penggunaan dan

Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama ini kami

mengajukan permohonan persetujuan UP KKPD sebagaimana rincian

dibawah ini :

No. Jenis UP Proporsi UP Tunai dan

UP KKPD

Besaran UP
SKPD/Perubahan Besaran

UP SKPD

% Nilai UP

(7) (8) Tunai (9) (11)



KOP SURAT

PEMDA

KKPD (10) (12)

Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Surat Pernyataan

UP sebagaimana lampiran surat ini.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan

kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

………………..(13), ……………… ….(14)

Pengguna Anggaran,

…………(15)…………

…………(16)…………

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHON PERSETUJUAN UP KKPD

NO URAIAN
(1) Diisi dengan nomor surat
(2) Diisi dengan jumlah berkas lampiran surat
(3) Diisi dengan alamat kantor PPKD
(4) Diisi dengan nama Kota (tempat kedudukan/kantor)
(5) Diisi dengan nomor peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota

(6)
Diisi dengan tanggal penetapan peraturan Gubernur/Bupati/Wali
Kota

(7) Diisi dengan nomor urut
(8) Diisi dengan besaran UP sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah

(9)
Diisi dengan persentase besaran UP Tunai yaitu 70%/Perubahan
persentase besaran UP Tunai sesuai dengan Keputusan Kepala
Daerah

(10)
Diisi dengan persentase besaran UP KKPD yaitu 30%/Perubahan
persentase besaran UP Tunai sesuai dengan Keputusan Kepala
Daerah

(11)
Diisi dengan besaran UP Tunai yaitu persentase UP Tunai dikalikan
dengan besaran UP SKPD

(12)
Diisi dengan besaran UP KKPD yaitu persentase UP KKPD dikalikan
dengan besaran UP SKPD

(13) Diisi dengan nama Kota (tempat kedudukan/kantor)
(14) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun
(15) Diisi dengan nama lengkap PA
(16) Diisi dengan NIP PA

FORMAT SURAT PERNYATAAN UP

SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

Nomor : XXX



Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UP), yang

bertandatangan di bawah ini:

1..Nama.......................................................................... (1)

2. Jabatan : Pengguna Anggaran (PA)................(2)

3..SKPD.......................................................................... (3)

dengan ini menyatakan bahwa:

1...Besaran UP SKPD yang diajukan untuk Tahun Anggaran ... (4)...adalah

sebagai berikut :

No. Uraian Jumlah
(Rp)

1. Pagu DPA SKPD (5)
2. Pagu Jenis Belanja yang dapat

dibayarkan melalui UP dalam 1 Tahun
(6)

3. Pagu Jenis Belanja yang dapat
dibayarkan melalui UP Tunai dalam 1
Tahun

(7)

4. Pagu Jenis Belanja yang dapat
dibayarkan melalui UP KKPD dalam 1
Tahun

(8)

5. Besaran UP SKPD (9)
6. Besaran UP Tunai atau Perubahan

Besaran UP Tunai (70%)/Perubahan Proporsi
UP Tunai

(10)

7. Besaran UP KKPD atau Perubahan

BesaranUP KKPD (30%)/Perubahan

Proporsi UP KKPD

(11)

2. UP tersebut akan dipergunakan untuk keperluan membiayai

pengadaan barang dan jasa serta belanja modal SKPD dan/atau

membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui

pembayaran LS.

3. Bersedia untuk menyetorkan ke kas daerah melalui BP,

besaran/jumlah potongan UP Tunai yang telah ditetapkan PPKD

selaku BUD atau melakukan pemotongan atas penggantian UP Tunai

yang diajukan sebesar jumlah potongan yang telah ditetapkan PPKD

selaku BUD sebagai akibattidak melakukan penggantian (revolving) UP

Tunai minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sejak SP2D-UP Tunai

diterbitkan.

4. Bersedia dilakukan pemotongan besaran UP KKPD sebesar 25% (dua

puluh lima persen) dari total besaran/proporsi UP KKPD yang telah

disetujui oleh PPKD selaku BUD sebagai akibat ditemukannya

ketidaksesuaian pelaksanaan pembayaran dan penggunaan KKPD

dengan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan



Pembayaran denganKKPD Tingkat SKPD.

5. Mematuhi besaran UP Tunai/perubahan besaran UP Tunai serta

besaran UP KKPD/perubahan besaran UP KKPD yang telah disetujui

oleh PPKD selaku BUD dan menggunakannya sesuai dengan

ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya .

........ (12) ........ , ........... (13) .........

Pengguna Anggaran,

.................... (14) ...........................

.................... (15)………………………

………………. (16) ............................

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

NO URAIAN
(1) Diisi dengan nama PA
(2) Diisi dengan jabatan PA
(3) Diisi dengan nama SKPD
(4) Diisi dengan tahun anggaran berjalan
(5) Diisi dengan total Pagu DPA SKPD (dalam Rupiah)

(6)
Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP

selama 1(satu) tahun (dalam Rupiah)

(7)

Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP
Tunai selama 1 (satu) tahun yaitu sebesar 70% (tujuh puluh persen)
dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP (dalam
Rupiah)

(8)

Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP

KKPD selama 1 (satu) tahun yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen)

dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP (dalam

Rupiah)

(9)
Diisi dengan besaran UP SKPD sesuai dengan keputusan Kepala

Daerah tentang Besaran UP SKPD (dalam Rupiah)

(10)

Diisi dengan:

Besaran UP Tunai yaitu 70% dari besaran UP SKPD atau 70% dari

perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD yang telah

disetujui Kepala Daerah (dalam Rupiah); atau Perubahan proporsi

UP Tunai yaitu proporsi lebih kecil/lebih besar dari 70% dikalikan

dengan besaran UP SKPD atau proporsi lebih kecil/lebih besar dari



70% dikalikan dengan perubahan besaran UP melampaui besaran

UP SKPD (dalam Rupiah). Penetapan perubahan proporsi UP Tunai

diberikan oleh Kepala Daerah.

(11)

Diisi dengan :

Besaran UP KKPD yaitu 30% dari besaran UP SKPD atau 30% dari

perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD yang telah

disetujui Kepala Daerah (dalam Rupiah); atau Perubahan proporsi

UP KKPD yaitu proporsi lebih kecil/lebih besar dari 30% dikalikan

dengan besaran UP SKPD atau proporsi lebih kecil/lebih besar dari

30% dikalikan dengan perubahan besaran UP melampaui besaran

UP SKPD (dalam Rupiah). Penetapan perubahan proporsi UP KKPD

yang

ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(12) Diisi dengan lokasi

(13)
Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Surat

Pernyataan UP

(14) Diisi dengan tanda tangan PA dan dibubuhi cap SKPD

(15) Diisi dengan nama lengkap PA

(16) Diisi dengan NIP PA

B. FORMAT SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN KKPD

SKPD

KOP SURAT
PEMDA

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal

: ….(1)…..

:

: ….(2)…..

:

(Tanggal, Bulan, Tahun)

Yth. Pengguna Anggaran

SKPD …(3)….(4)………

di ….(5)…..

1. Dasar:

a. Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota Nomor ... (6) ... tentang

tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit

Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;



b. Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota mengenai penetapan

besaran UP SKPD;

c. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM UP) Tunai Nomor

... (7)… tanggal .... (8)....... ;

d. Surat Permohonan Perubahan Besaran UP dari PA SKPD .... (9) ....

Nomor .... (10) .... tanggal .... ( 11).........; dan/atau

e. Surat Pernyataan UP dari PA SKPD .... ( 12) .... Nomor .... (13) ....

tanggal .... (14) .....

2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, dengan ini diberikan

persetujuan besaran UP SKPD adalah sebagai berikut:

No. Uraian Jumlah (Rp)

1. Pagu DPA SKPD (15)

2. PaguJenis Belanja yang dapat
dibayarkan melalui UP dalam 1 Tahun

(16)

3. PaguJenis belanja yang dapat
dibayarkan melalui UP KKPD dalam 1
tahun

(17)

4. Besaran UP SKPD (18)

5. Besaran UP KKPDatau Perubahan
Besaran UP KKPD (30%)/Perubahan
Proporsi UP KKPD

(19)

3. UP tersebut dipergunakan untuk keperluan membiayai pengadaan

barang dan jasa serta belanja modal SKPD .... (20)..... kode ....

(21).....atas beban DPA TA .... (22) ..... No ...... (23) ..... tanggal .... (24).

dan tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang

menurut ketentuan harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung

(LS).

4. Pembayaran dengan UP KKPD untuk pertama kali hanya dapat

dilakukan kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang dan jasa serta

belanja modal paling banyak sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta

rupiah), kecuali pembayaran untuk honorarium dan perjalanan dinas.

5. Pembayaran dengan UP KKPD dengan nilai belanja paling banyak

sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 1 (satu)

penerima pembayaran digunakan apabila belanja barang dan jasa

serta belanja modal melalui transaksi katalog elektronik, toko daring,

dan PLSE yang disediakan oleh lembaga yang menyelenggarakan

tugas pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa

pemerintah.

6. UP KKPD merupakan uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk

batasan belanja (limit) kredit kepada BP/BPP yang penggunaannya



dilakukan dengan KKPD.

7. Total batasan belanja (limit) UP KKPD untuk masing-masing SKPD

adalah paling banyak sebesar UP KKPD yang telah disetujui.

8. Mematuhi besaran UP KKPD/perubahan besaran UP KKPD yang telah

ditetapkan dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan peraturan

yang telah ditetapkan.

9. Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban

dan pelaporan dengan KKPD dalam rangka Penggunaan UP agar

berpedoman pada Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota

Nomor ...(25)..... tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan

Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Kepala PPKD selaku BUD,

...................... (26) .....................

...................... (27) .....................

…………………. (28) .....................

Tembusan :

1. Gubernur/Bupati/Wali Kota ... (29) ......

2. …............... (30) ................

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD

NO URAIAN
(1) Diisi dengan nomor surat
(2) Diisi dengan banyaknya lampiran surat
(3) Diisi dengan nama SKPD
(4) Diisi dengan kode SKPD
(5) Diisi dengan tempat/domisili/alamat kantor SKPD
(6) Diisi dengan nomor Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota

(7)
Diisi dengan nomor SPM UP Tunai SKPD yang disampaikan
kepada Kuasa BUD

(8)
Diisi dengan tanggal SPM UP Tunai SKPD yang disampaikan
kepada Kuasa BUD

(9) Diisi dengan nama SKPD

(10)
Diisi dengan nomor surat permohonan perubahan besaran UP
dari PA SKPD

(11)
Diisi dengan tanggal surat permohonan perubahan besaran UP
dari PA SKPD



(12) Diisi dengan nama SKPD
(13) Diisi dengan nomor Surat Pernyataan dari PA SKPD
(14) Diisi dengan tanggal Surat Pernyataan dari PA SKPD
(15) Diisi dengan total pagu DPA SKPD (dalam Rupiah)
(16) Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui

UP selama 1 (satu) tahun (dalam Rupiah)

(17)

Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui
UP KKPD selama 1 (satu) tahun yaitu sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP
(dalam Rupiah)

(18)
Diisi dengan besaran UP SKPD sesuai dengan ketentuan dalam
Keputusan Kepala Daerah tentang Besaran UP SKPD (dalam
Rupiah)

(19)

Diisi dengan perubahan besaran UP melampaui besaran UP
SKPD yang telah disetujui Kepala Daerah (dalam Rupiah)
Diisi dengan:

a. Besaran UP KKPD yaitu 30% dari besaran UP SKPD atau
30% dari perubahan besaran UP melampaui besaran UP
SKPD yang telah disetujui Kepala Daerah (dalam Rupiah);
atau

b. Perubahan besaran UP KKPD yaitu proporsi lebih kecil/lebih
besar dari 30% dikalikan dengan besaran UP SKPD atau
proporsi lebih kecil/lebih besar dari 30% dikalikan dengan
perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD (dalam
Rupiah). Penetapan perubahan Proporsi besaran UP Tunai
dilakukan oleh Kepala Daerah.

(20) Diisi dengan nama SKPD.
(21) Diisi dengan kode SKPD.
(22) Diisi dengan tahun anggaran DPA SKPD
(23) Diisi dengan Nomor DPA SKPD.
(24) Diisi dengan tanggal pengesahan DPA SKPD.
(25) Diisi dengan nomor Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota

(26)
Diisi dengan tanda tangan Kepala PPKD selaku BUD dan
dibubuhi
cap

(27) Diisi dengan nama lengkap Kepala PPKD selaku BUD
(28) Diisi dengan NIP Kepala PPKD selaku BUD
(29) Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

(30)
Diisi dengan Pejabat Bank Penerbit KKPD yang menjadi mitra
kerjanya.

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

BAHRI


